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Rois, Inda Fikri. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal pada Perkara 
Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah 
merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut 
dihukumi tidak sah. Namun bagaimana jika dalam kondisi tertentu wali dari calon istri 
menolak atau tidak bersedia menikahkan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) dasar hukum hakim 
menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah Wali Adhal, 2) pertimbangan hakim 
menetapkan wali adhal pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah yuridis normatif, dengan sumber data yaitu berasal dari data sekunder. Adapun 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi 
dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum hakim menyatakan bahwa 
Wali Nikah Pemohon adalah Wali Adhal pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/ 
2019/PA.Bbs yaitu Penjelasan Pasal 49 (2) angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 jis. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama 
Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Pertimbangan hakim dalam penetapan 
perkara Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs sudah sesuai Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Putusan 
Hakim juga juga bercermin atau mempertimbangkan pada pendapat para ahli hukum 
terkenal (doktrin), yaitu doktrin fiqih yang diambil menjadi pertimbanganya sendiri 
tentang adhalnya wali dan perlunya menunjukan wali hakim: “Adhalnya wali dapat 
berhasil dibuktikan apabila wanita baligh yang berakal meminta dikawinkan dengan 
laki-laki sepadan, ia menolak mengawinkan” dan juga pendapat kitab I’anatuth Tholibin 
juz III halaman 319 yang artinya: “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau 
membangkang (enggan) maka Hakimlah yang mengawinkannya” 
 




Rois, Inda Fikri. Judge's Consideration in Determining the Guardian Adhal in Case 
Number 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study 
Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
Marriage guardian according to the majority of scholars as well as in the laws 
and regulations in Indonesia is something that must exist. Because the marriage 
guardian is a necessity, the consequence of the absence of a guardian is that the marriage 
is punished illegally. But what if under certain conditions the guardian of the prospective 
wife refuses or is not willing to marry. 
The purpose of this study is to find out: 1) the legal basis of the judge stating 
that the Applicant's Marriage Guardian is the Guardian Adhal, 2) the judge's 
consideration of establishing the guardian is in Stipulation Number 0124/Pdt.P/2019/ 
PA.Bbs. This research is a library research. The approach used in this study is normative 
juridical, with data sources that are derived from secondary data. The data collection 
method in this research is literature study and document study. Data analysis in this 
study was carried out in a normative qualitative manner. 
The results of the study concluded that the legal basis of the judge stated that the 
Applicant's Marriage Guardian was Guardian Adhal in Stipulation Number 0124/ 
Pdt.P/2019/ PA.Bbs namely Explanation of Article 49 (2) number (5) of Law Number 
7 of 1989 jis. Elucidation of Article 49 letter (a) number (5) of Law Number 3 of 2006, 
Article 23 of the Compilation of Islamic Law in Indonesia, and Article 2 of Regulation 
of the Minister of Religion Number 2 of 1987 concerning Trustees of Judges. Judge's 
consideration in determining the case Determination Number 0124/ Pdt.P/2019/PA.Bbs 
is in accordance with Article 5 paragraph (1) of Law No. 40 of 2009, namely: "Judges 
must explore, follow, and understand the legal values and a sense of justice that lives in 
society". The Judge's decision also reflects or considers the opinion of famous jurists 
(doctrine), namely the doctrine of fiqh which is taken into consideration by itself about 
the legal guardianship and the need to show the judge's guardian: equal man, he refused 
to marry "and also the opinion in the book I'anatuth Tholibin juz III page 319 which 
means:" When it is clear the guardian is hiding or disobedient (reluctant) then the Judge 
is the one marrying him " 
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Perkawinan merupakan 
masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping sebagai sarana untuk 
membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan 
manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, 
perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan 
Tuhannya.1 
Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan amat penting 
bagi kehidupan manusia, dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki 
dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk 
yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya. Perkawinan merupakan akad 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada 
Allah Swt untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.  
Agama Islam mensyariatkan perkawinan bertujuan untuk memperoleh 
ketenangan  hidup  yang  penuh  cinta  dan  kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan  
                                                  
1 Wasman & Nuroniyah, Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandungan Fiqh 
dan Hukum Positif, Yogyakarta: Citra Utama, 2011, hal. 29. 
  
2 
warohmah), sebagai tujuan pokok, yang kemudian dibantu dengan tujuan 
reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga 
kehormatan dan ibadah.2 Perkawinan sangat penting sebagai benteng manusia dari 
perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma 
agama, susila dan norma hukum terkait masalah kebutuhan seks. 
Laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan tersebut merupakan 
manusia dewasa yang mampu atau cakap hukum. Jadi, apa yang dilakukandalam 
perkawinan tersebut merupakan kesadaran diri termasuk dalam memilih pasangan 
hidupnya tersebut. Suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. 
Menurut Muhammad Yunus, rukun adalah bagian dari hakikat perkawinan yang 
wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung maka perkawinan 
tersebut batal.3 
Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. 
Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga 
dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu 
akan fasid. Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai 
wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam Pasal 14 KHI, yaitu calon suami, 
calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.4 
Salah satu rukun perkawinan menyebutkan harus ada wali. Wali merupakan 
orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang 
                                                  
2 Nasution,  Khoiruddin,  Hukum  Perkawinan  I,  Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005, hal. 
38. 
3 Hakim, H. Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 82. 




diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan 
adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang menjadi tanggung 
jawabnya. Serta dan mampu bertindak sebagai wali, apabila tidak dapat bertindak 
sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada   orang lain. 
Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah 
merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah 
tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang 
kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah 
wali hanya diperlukan ijinnya.  
Dasar disyariatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman 
Allah Surat Al Nuur ayat 32, yang artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang 
sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. Begitu juga dalam sebuah hadis 
Rasulullah Saw. dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, 
Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (HR. 
Riwayat Ahmad dan Imam Empat). 
Adanya kondisi khusus terkait dengan perkawinan di dalam kehidupan 
masyarakat membutuhkan penyelesaian. Wali nikah seringkali menjadi 
permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali 
nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali 
  
4 
bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang 
dibenarkan oleh syariat maupun yang bertentangan dengan syariat. 
Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah 
adhal (enggan). Menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali 
untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-
laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta 
(kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling 
mencintai, maka penolakan demikian menurut syariat dilarang.5 
Kondisi tersebut juga terjadi pada perkara Penetapan Nomor 
0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Pada perkara ini hubungan antara Pemohon dengan calon 
suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena 
telah berlangsung selama 3 tahun. Orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang 
tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta 
kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bahkan calon suami 
Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima ayah Pemohon, namun ayah 
Pemohon selalu mengulur-ulur waktu hari pernikahan tanpa alasan yang jelas.  
Apabila calon suami Pemohon/keluarga calon suami Pemohon menanyakan 
hal tersebut, hingga akhirnya Pemohon telah hamil lebih kurang 4 bulan namun 
demikian ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon karena 
menurut ayah Pemohon bahwa calon suami Pemohon telah 
mempermalukan/membuat aib ayah Pemohon. Pemohon telah berusaha keras 
melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menikahkan 
                                                  
5 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., 
Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 470. 
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Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap 
pada pendiriannya. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut 
tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon 
sebagai anaknya, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk 
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan: 
1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu 
rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap 
untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah 
mempunyai pekerjaan sebagai pedagang; 
2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada 
larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum 
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang 
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. 
Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan adhal harus didasarkan pada 
pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jika wali menghalangi 
karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang 
dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka 
dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali 
tidak dianggap enggan atau adhal.6 
                                                  
6 Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Juz 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 
2008, hal. 386. 
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Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 
Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah 
tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai 
laki-laki atau walinya adhal. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu 
dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama 
yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. 
Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan 
hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.7 Termasuk 
perkara tertentu dalam hal ini adalah permohonan penetapan wali adhal. 
Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Brebes tergolong sedikit 
dibandingkan dengan perkara perceraian, akan tetapi yang menarik minat penulis 
dalam penetapan wali adhal terkait dasar hukum yang dipakai dan pertimbangan 
hakim dalam menetapkan perkara wali adhal. Maka penulis melakukan penelitian 
guna penulisan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali 
Adhal pada Perkara Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
 
                                                  
7 Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 43. 
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1. Apa dasar hukum hakim menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah Wali 
Adhal pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menetapkan wali adhal pada Penetapan 
Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji dasar hukum hakim menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon 
adalah Wali Adhal pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim menetapkan wali adhal pada 
Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis. Memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum, 
khususnya yang berkaitan dengan penetapan wali adhal. Hasil penelitian juga 
dapat dijadikan bahan kajian penerapan ilmu hukum dalam penegakan hukum 
dan menambah literatur tentang hukum perdata khususnya terkait penetapan 
wali adhal.  
2. Secara Praktis. Memberikan informasi dan gambaran kepada calon pasangan 
yang mau menikah mengenai prosedur permohonan penetapan wali adhal, 
sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Dan bagi para wali calon 
pasangan dapat memahami arti pentingnya pernikahan sehingga tidak 
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mempersulit atau menunda-nunda penikahan pasangan yang sudah demikian 
erat dan sulit untuk dipisahkan, sudah dewasa dan telah siap untuk menjadi 
seorang suami istri, serta pasangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan 
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan 
Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
E. Tinjauan Pustaka  
Akhmad Shodikin (2016) Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan 
Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Mahkamah: Jurnal 
Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. Adakalanya perkawinan yang telah 
disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri ternyata masih ada 
pihak lain yang keberatan, yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat 
seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (adhal) untuk 
menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal 
yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti calon 
mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena 
hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahkannya. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian pernikahan jika 
walinya adhal (enggan menikahkan) menurut para ulama fiqh adalah sebagai 
berikut: Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika 
walinya adhal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan 
Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, 
dalam hal ini wali aqrabnya, dan mana kala wali ab’ad tidak bisa menggantikannya, 
maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Dan hambaliyah 
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menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak 
kewalianya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab’ad sampai yang paling jauh, 
jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim. Adapun 
menurut Undang-Undang No. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005, 
menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 
tinggalnya atau gaib atau aḍhal atau enggan. Dan dalam hal wali aḍhal atau enggan 
maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan 
pengadilan Agama tentang wali tersebut. 
Mutiara Mei Ayuningtyas (2015) Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali 
Adhal Menurut Hukum Perkawinan (Studi tentang Penetapan Nomor 
005/Pdt.P/2012/PA.Skh). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan prosedur negara 
memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahkan 
menyatakan adhal/enggan dan akibat hukum dari penetapan wali adhal/enggan. 
Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian 
doktrinal yang bersifat deskriptif. Metode analisis data menggunakan model analisis 
interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri 
dari reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya 
berbentuk interaktif yaitu sebagai proses siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur 
penetapan wali pengganti terhadap wali adhal dilakukan dalam persidangan yang 
meliputi pemanggilan pihak-pihak berperkara oleh Pengadilan Agama, usaha 
perdamaian oleh Majelis Hakim, pembacaan surat permohonan, pemeriksaan 
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persidangan, dan pembacaan hasil penetapan majelis hakim. Penetapan wali 
adhal/enggan berakibat perwaliannya pindah atau diganti oleh Wali Hakim yaitu 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah dan bila 
berhalangan diganti Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.  
Siti Nurjanah (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali 
Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 
0401/Pdt.P/2017/PA.Srg), Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 17, No. 1, 
Januari-Juni 2018. Tujuan penelitian ini adalahu untuk mengetahui mengapa 
terjadinya wali adhol, Untuk mengetahui dasar hukum yang dipertimbangkan 
hakim, Untuk mengetahui relevansi putusan dengan hukum islam dalam pernikahan 
oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal. Metode penelitian ini menggunakan 
penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif, yaitu dengan menyelidiki hal -hal yang menyangkut dengan hukum baik 
hukum formal maupun non formal. Data diambil dari hasil dokumentasi, dan 
wawancara. 
Wali hakim bisa menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak 
ada, ata u wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan 
yang di benarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah 
kepada wali hakim bukan kepada wali ab’ad karena adhal adalah dzalim dan yang 
menghilangkan dzalim adalah ha kim, maka perwalian tersebut jatuh kepada hakim. 
Maka dari itu saat ada seorang wali yang adhal, perempuan yang diwalikan bisa 
mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat agar hakim dapat menjadi 
wali nikah atas wali yang adhal. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
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dapat di ketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 
0401/Pdt. P/2017/PA. Srg dengan menggunakan hadits dari Aisyah yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah Dan Imam Tirmidzi, dan 
menggunakan KHI Pasal 23 dan peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, 
Yang mana dalam dasar hukum tersebut di jelaskan bahwa wali hakim dapat 
menjadi wali jika sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama. 
F. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 
untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, juga 
merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian 
jumlah dan jenis yang dihadapi dalam suatu penelitian. 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui 
penelusuran dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena 
sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan 
pengadilan dan penelitian-penelitian terdahulu sesuai dengan permasalahan 
yang dibahas.  
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar 
hukum hakim dalam menetapkan wali adhal dan mengetahui pertimbangan 




2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 
dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Case Approach (pendekatan 
kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hakim 
dalam penetapan wali adhal pada putusan pengadilan. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti.8  
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.9  
3. Sumber Data  
Sumber data ialah tempat dimana penelitian hukum ini diperoleh dan 
sumber  data  yang  digunakan  oleh   penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  
                                                  
8  Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hal. 52. 
9  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 15. 
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sekunder. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, 
tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang 
diteliti yaitu berupa putusan pengadilan. Adapun jenis-jenis bahan hukum 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi : 
1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 
untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.10  
2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, 
berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.11 Seperti hasil jurnal, seminar, 
makalah dan artikel terkait dengan materi penelitian. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
                                                  
10 Marzuki, Peter Mahmud,  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Group,  2005, hal. 
142. 
11 Ibid., hal. 36. 
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content analysis.12 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau 
bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan 
menunjang penelitian. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan 
dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan 
data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk 
memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.13  
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis 
adalah analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang 
isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan 
konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu 
ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum 
tersebut.14  
                                                  
12 Soekanto, Soerjono. Op Cit., hal. 21. 
13 Ibid., hal. 251-252. 
14 Ibid., hal. 255. 
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G. Sistematika Penulisan  
Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara jelasnya 
mengenai karya ilmiah ini akan diuraikan sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka. Berisi tentang tinjauan tentang perkawinan, meliputi 
pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan; 
tinjauan tentang wali nikah, meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum 
wali nikah, syarat menjadi wali nikah, urut-urutan menjadi wali nikah, 
Tinjauan tentang Kedudukan wali; tinjauan tentang wali adhal; dan 
pertimbangan hakim. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dijelaskan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai dasar hukum hakim menyatakan bahwa wali nikah 
pemohon adalah wali adhal pada penetapan nomor 0124/Pdt.P/2019/ 
PA.Bbs dan pertimbangan hakim menetapkan wali adhal pada penetapan 
nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tinjauan tentang Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, artinya 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh. Istilah ‘kawin’ digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan 
manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena 
mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama agama, 
akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan 
bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan).15 
Setiap manusia pasti menginginkan perkawinan karena manusia diciptakan 
secara berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. 
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad 
atau perjanjian yang untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka 
rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup 
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 
diridhoi oleh Allah.16 
 
                                                  
15 Ridwan, Muhammad Saleh, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional, Makassar: Alauddin University Press, 2014, hal. 7-8. 
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 
2007, hal. 8. 
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Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya 
perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang untuk membolehkan bersenang-senang 
antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya 
perempuan dengan laki-laki. Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang 
mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan 
kata-kata yang semakna dengannya.17 Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-
mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan 
merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan 
agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung 
makna dan nilai ibadah.18 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan keakl berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan 
pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur yang 
terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur 
sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status sosial, 
menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur 
hukum dalam perkawina bermanfaat untuk memelihara keturunan dan 
mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan 
bermanfaat untuk membentuk dan menghindari manusia dari pergaulan bebas  
                                                  
17 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 8. 
18 Rofiq, H. Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 
2013, hal. 53. 
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sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa unsur 
agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat menjaga 
ketentraman lahir dan batin. Perkawinan juga menjaga seseorang dari unsur fitnah 
serta memperjelas keturunan berdasarkan hukum Islam (syar’i) da perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.19 
Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bila diartikan yaitu: 
a. Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami isteri; 
b. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia kekal dan sejahtera; 
c. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia kekal itu berdasarkan ketuhanan yang 
maha esa. 
Ikatan lahir batin dalam perkawian yang dimaksud adalah bahwa 
perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan 
tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan 
batin yang merupakan pondasi kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang 
bahagia dan kekal. Menurut definisi ulama fiqih (Mazhab Syafi’i) Nikah adalah 
akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal 
nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.20  
                                                  
19 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu), 
Makassar: Alauddin University Press, 2014, hal. 131. 
20 Fuadi, Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal. 1. 
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Atas dasar beberapa definisi tentang perkawinan tersebut dapat disimpulkan 
bahwasannya perkawinan ialah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria 
dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang 
serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah untuk kurun waktu yang tidak dapat ditentukan/dibatasi atau selama-
lamanya.21 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki 
dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk 
segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat 
penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.  
2. Hukum Perkawinan  
Islam sangat menganjurkan nikah, karena nikah itu adalah suatu kebutuhan 
primer agar terhindar dari kemaksiatan dan menciptakan rasa aman, tentram dan 
penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga. Hukum perkawinan bagi orang 
yang telah mempunyai kemampuan kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada 
perbuatan zina seandainya tidak segera melangsungkan perkawinan, adalah wajib. 
Kemudian bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak segera melangsungkan perkawinan 
tidak dikhawatirkan berbuat zina, adalah sunnat.  
Akan tetapi apabila seseorang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki 
kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam 
rumah tangga, atau jika melangsungkan perkawinan akan dapat menelantarkan 
istrinya, maka hukumnya haram. Lain halnya jika seseorang mempunyai 
                                                  
21 Ibid., hal. 1-2. 
  
20 
kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mampu untuk menahan diri 
tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak 
mempunyai keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik, 
maka hukumnya makruh.22 
Hukum perkawianan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia 
dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antar jenis, dan hak serta 
kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Ulama syafi’iyah 
mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, 
wajib, haram, dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang 
bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi 
pendapat ulama Syafi’iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, 
berdasarkan nash-nash, baik Al-quran maupun As-sunnah, Islam sangat 
menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. 
Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta 
tujuan melaksanaknnya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum 
wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.23 
Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menentukan bahwa 
ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib 
atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi 
tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk 
dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan 
permasalahannya. Berikut penjelasan masing-masing hukum perkawinan. 
                                                  
22 Ghazali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hal. 20. 
23 Ibid., hal. 17-18. 
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a. Pernikahan yang Wajib Hukumnya. Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang 
yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam 
perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka 
bila jalan keluarnya hanya dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi 
seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.  
b. Pernikahan yang Sunnah Hukumnya. Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan 
untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa 
takut kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih mudah 
ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya 
kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai 
wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke 
dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila dia menikah, tentu dia akan 
mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak 
menikahi wanita.  
c. Pernikahan yang Haram Hukumnya. Secara normal, ada dua hal utama yang 
membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu 
memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali 
bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan 
menerima keadaannya. Selain itu juga bila ada dalam drinya cacat pisik lainnya 
yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa 
menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang 
atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Selain 
dua diatas, masih ada lagi ada sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk 
menikah. Misalnya wanita musliamh yang menikah dengan laki-laki yang 
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berlainan agama atau atheis, juga menikahi wanita pezina dan pelacur. 
Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya 
suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Ada juga pernikahan yang haram 
dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. 
Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, atau menikah dengan niat untuk 
mentalak, nikah untuk sementara waktu yang kenal nikah kontrak. 
d. Pernikahan yang Makruh Hukumnya. Orang yang tidak punya penghasilan sama 
sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya 
makruh bial menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa 
mencukupi kehidupan mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk 
menikah meski dengan karahiyah. Sebab idealnya buakn wanita yang 
menanggung beban dan nafkah suami, melainkan untuk menjadi tanggung 
jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak 
dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada 
ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya 
menjadi jauh lebih besar. 
e. Pernikahan yang Mubah Hukumnya. Orang yang berada pada posisi tengah-
tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-
hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi 
mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak 
ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Pada kondisi tengah-tengah 
seperti ini, maka hukum nikah adalah mubah.24 
                                                  
24 Ridwan, Muhammad Saleh, Op Cit., hal. 20-23. 
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Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada 
dasranya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan 
maslahat atau mafsadanya. Kemudian dasar hukum perkawinan menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dasar 
hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3: 
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 
3. Syarat dan Rukun Perkawinan  
Melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan, supaya pernikahan dapat dikatakan sah baik menurut agama maupun 
Negara. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, 
sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.25 Rukun 
dalam hal perkawinan ialah hal yang harus ada dan wajib tanpa diwakilkan 
terkecuali dalam hal mendesak. Rukun perkawinan menurut jumhur ulama yakni 
adanya: a) calon suami, b) calon istri, c) wali dari pihak wanita, d) dua orang saksi, 
dan e) sighat nikah atau ijab dan qabul.26 
                                                  
25 Ghazali, Abdul Rahman, Op Cit.. hal.45-46. 
26 Somad, Abdul, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup, 2017, hal. 263. 
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Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila 
syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan 
kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 1 tentang syarat-syarat 
perkawinan, ialah sebagai berikut: 
a. Persetujuan kedua calon mempelai, 
b. Perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. Apabila terdapat halangan maka dapat digantikan oleh wali nasab ataupun 
wali hakim, 
c. Mempelai pria minimal berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, 
d. Dilarang melakukan perkawinan seperti yang telah ditentukan pada Pasal 8, 
yakni apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
kebawah/keatas; dalam garis keturunan menyamping; ada hubungan semenda; 
adanya hubungan sepersusuan; adanya hubungan saudara dengan istri atau 
sebagai bibi/kemenakan dari istri (apabila seorang suami beristri lebih dari 
seorang); mempunyai hubungan dilarang dalam agamanya untuk melakukan 
perkawinan; tidak menikahi wanita dalam masa iddah, dan sebagainya. 
Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 15-29, Tentang Syarat Perkawinan, 
menyebutkan syarat dari Perkawinan ialah sebagai berikut: 
a. Calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 
mempelai wanita berumur 16 tahun,  
b. Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 
sesuai yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan, 
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c. Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan calon mempelai dihadapan 
saksi nikah, 
d. Tidak terdapat halangan perkawinan (adanya larangan perkawinan seperti yang 
telah disebutkan sebelumnya juga di Undang-Undang Perkawinan), 
e. Wali nikah harus seorang laki-laki, muslim, akil, dan baligh,  
f. Dua orang saksi, harus hadir menyaksikan perkawinan yang berlangsung, laki-
laki, muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli,  
g. Ijab Kabul harus jelas beruntun dan tidak ada selang waktu,  
h. Pengucapan Kabul oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi dan bisa 
diwakilkan dengan syarat pemberian kuasa secara tertulis. 
Secara lebih rinci berikut penulis jelaskan tentang syarat perkawinan: 
a. Calon mempelai pria. Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:27 
1) Calon suami beragama Islam, 
2) Bukan mahram dari calon istri, 
3) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, 
4) Tertentu atau jelas orangnya, 
5) Tidak sedang ihram haji, 
6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu,28 
7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, 
8) Tidak sedang mempunyai istri empat.29 
 
                                                  
27 Somad, Abdul, Op Cit., hal. 263. 
28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, BAB II, Pasal 6 Ayat (1). 
29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat (1). 
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b. Calon mempelai wanita30 
1) Beragama Islam. 
2) Tidak ada halangan hukum  
3) Merdeka atas kemauan sendiri31 
4) Jelas orangnya 
5) Tidak dalam ihram haji 
c. Syarat ijab dan Kabul 
Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya 
sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut 
pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau 
wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila 
perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya. 
Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang 
lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, 
dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah 
pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan 
Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal 
yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut. Lafadz 
yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang   
terjemahannya   adalah   kawin   dan  nikah.  Sebab  kalimat-kalimat  itu  
                                                  
30 Somad, Abdul, Op Cit., hal. 263-264. 
31 Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat 
berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyaratnya tapi dapat juga berupa diam 
dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan Pasal 17 KHI menegaskan bila perkawinan tidak 
disetujui oleh seseorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 
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terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi’i dan 
Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan 
Al-Qur’an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, atau dalam 
bahasa sastra yang artinya perkawinan.32 
d. Syarat wali (perkawinan tanpa wali tidaklah sah)33 
1) Wali hendaklah seorang laki-laki 
2) Beragama Islam 
3) Baligh  
4) Berakal sehat 
5) Adil 
e. Syarat saksi34 
1) Beragama Islam 




6) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. 
Selain itu, adapun kewajiban adanya saksi sebenarnya untuk kemaslahatan 
kedua belah pihak mempelai, supaya apabila di kemudian hari terdapat perselisihan 
yang menyangkut perkawinan maka saksi dapat memberikan keterangan yang benar 
sesuai kesaksiannya.35 
                                                  
32 Ghazali, Abdul Rahman, Op Cit., hal. 56-59. 
33 Sarong, Hamid, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Pena, Banda Aceh, 2010, hal. 82. 
34 Ibid.. hal. 83. 
35 Indi, Aunullah, Ensiklopedi Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 97. 
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B. Tinjauan tentang Wali Nikah  
1 Pengertian Wali Nikah  
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak 
sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya 
wali. Secara etimlogi, alwilayah (wali) berasal dari ungkapan wala' asy-syay' wa 
ala' alayhi wilayatan wa wilayatan yang berarti ‘menguasainya’. Ada juga yang 
mengatakan wala' fulanan wilayatan wa wilayatan yang artinya ‘membantu dan 
menolongnya’. Sedangkan alwalayatan ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan 
al wilayat ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan.36  
Secara etimologis ‘wali’ mempunyai arti pelindung, penolong, atau 
penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 
a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus 
anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan 
janji nikah dengan pengantin laki-laki). 
c. Orang saleh (suci) penyebar agama. 
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.37 
Mencermati makna wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan 
konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu orang 
yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila 
                                                  
36 Yanggo, Huzaenah Tahido, Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak 
Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak, Jakarta Selatan: Almawardi Prima, 2004, 
hal. 306-307. 
37 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2009, hal. 89-90. 
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wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak 
kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Makna demikian disebutkanlah 
bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk 
melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang 
lain. Pengertian terminologis perwalian (wilayah) adalah kekuasaan secara syariat 
yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam 
kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.38  
Pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang 
syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, 
karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut, demi kemaslahatan 
sendiri.39 Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan di mana 
perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali. 
Berdasarkan uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan 
dengan pilihannya. Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga 
laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah 
patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, 
laki-laki, paman dan seterusnya.  
2 Dasar Hukum Wali Nikah  
Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan  
dalam  berbagai  literatur.  Menurut  jumhur  ulama  keberadaan  wali  
                                                  
38 Yanggo, Huzaenah Tahido, Op Cit., hal. 306-307. 
39 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 345. 
  
30 
dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran dan Hadist. Ayat 
Al-Quran yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya 
adalah QS. Al-Baqarah: 232, yang artinya ”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, 
lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 
kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka 
dengan cara yang ma'ruf”.40 
Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma’qil Ibn 
Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. 
Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa 
iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama 
Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma’qil menjawab: Hai orang celaka, aku 
memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi 
Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, Al-
Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua 
orang itu. Setelah Ma’qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan 
aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau 
kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi). 
Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita 
tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat 
menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma’qil Ibn Yasar 
tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andai kata dia 
tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara 
                                                  
40 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Mizan 
Media Utama, 2010, hal. 38. 
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wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai 
rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. 
Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam 
pernikahan adalah QS. An-Nisa: 25, yang artinya ”Dan barangsiapa diantara kamu 
(orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita 
merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak 
yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari 
sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.”  
Sementara itu hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah 
dari Abu Musa, sesungguhnya Rosulullah Saw Bersabda: “Tidak sah nikah kecuali 
dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hiban dan Al-Hakim). 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. 
Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita 
yang bertindak untuk menikahkannya.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mensyaratkan 
perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) bahwa “Untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Oleh karena itu wali nikah dalam 
pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah 
menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan 
rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak 
disetujui oleh orang tuanya. 
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3 Syarat Menjadi Wali Nikah  
Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, 
maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil Al-Qur’an 
dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, 
perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan 
adil. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana akan 
menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. 
Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ”Yang 
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum 
Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 6 ayat (3) dan (4), menjelaskan bahwa seorang wali harus masih 
hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah 
meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan 
kehendaknya. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah 
beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak 
dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik 
dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya). 
 
4 Urut-Urutan Menjadi Wali Nikah  
Seorang perempuan yang hendak menikah, wajib memperoleh persetujuan 
dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, 
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maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.41 Pada dasarnya wali nikah dibagi 
menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali 
nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. 
Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua 
mempelai perempuan menolak (adhal), tidak ada, karena sebab lain. 
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, wali nasab ada empat kelompok, 
termuat dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok 
dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain 
sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, 
kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak 
ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat 
paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-
laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki -
laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 
Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam 
satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, 
maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya  dengan  
calon  mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama  
derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat 
kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu 
kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau 
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sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan 
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.  
Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut: 
a. Ayah kandung. 
b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki. 
c. Saudara laki-laki sekandung. 
d. Saudara laki-laki seayah. 
e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
f. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah. 
g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 
i. Saudara laki-laki seayah kandung (paman). 
j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 
k. Anak laki -laki paman sekandung. 
l. Anak laki-laki paman seayah. 
m. Saudara laki-laki kakek sekandung. 
n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. 
o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.42 
Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk 
menikahkan ataupun mengahalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab 
Syafi’i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang 
disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi’i, jika 
                                                  




terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya pindak kepada wali hakim, namun 
menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu 
para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara 
berurutan mereka adalah:  
a. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)  
b. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)  
c. Anak perempuanya  
d. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)  
e. Cucu (anak perempuan dari anak perempuanya)  
f. Saudara perempuan seayah seibu  
g. Saudara perempuan seayah.  
h. Saudara perempuan seibu  
i. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuanya)  
j. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)  
k. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)  
l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)  
Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatanya. Baru setelah 
ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasanya 
adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan 
dalam mengupayakan kebahagian dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan 
anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, 
serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-
laki yang tidak kufu. 
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Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang 
menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali 
hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam: 
a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 
ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau gaib atau adhal atau enggan. 
b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai 
wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 
Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim dalam hal ini KHI menjelaskan 
pada Pasal 1 huruf (b) bahwa “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan 
kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. KHI memang tidak menyebutkan 
siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, 
namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan 
hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 menyebutkan: 
a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah 
ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai 
wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. 
b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, 
maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi 
kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya. 
5 Tinjauan tentang Kedudukan Wali  
  
37 
Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama 
dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam 
akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang 
dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali 
dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.43 
Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum 
yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada 
yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, 
sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini 
yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam 
pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali 
dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, 
dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang 
gadis menunjukkan persetujuannya.44 
Pandangan ulama Fiqih, terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada 
yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara 
mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak 
boleh dalam hal lainnya. Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, 
Ibnu Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat 
sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada 
                                                  
43 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008, 
hal. 58. 
44 Rusyd, Ibnu, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al- Jiil, juz 
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38 
nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama 
dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i”.45 
Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya‟bi dan Azzuhri berpendapat apabila 
seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami 
sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah 
membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali, dengan mengemukakan alasan dari 
Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya”Kemudian apabila telah habis 
masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.” 
Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda, dia mensyaratkan 
adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud 
mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, 
dan gadis iti dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah 
diamnya.46 
Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah 
sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan 
tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. 
Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad 
pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal 
ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi SAW., yang 
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diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.47 Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dan selainnya hadis dari Abi Musa al Asy’ary, Nabi bersabda: dari 
Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“tidak sah nikah kecuali dengan wali”. Riwayat Ahmad dan selainnya dan 
dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.48 
Menurut pendapat ulama', maksud hadits di atas, kata "la nika ha illa bi 
waliyyi" adalah penafsiran diarahkan, baik kepada zat syariah (substansi syariat) 
sebab zat yang ada, yakni gambaran akad tanpa wali bukan merupakan syariat. Atau 
penafian tersebut diarahkan atau dimaksudkan kepada sah, yang hal itu merupakan 
salah satu diantara dua kiasan yang paling dekat kepada zat yang dinafikan, 
sehingga nikah tanpa wali menjadi tidak sah (batil). 
C. Tinjauan tentang Wali Adhal 
Wali Adhol adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya 
seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau 
menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang 
sudah menjadi pilihan anaknya.49 Apabila seorang perempuan telah meminta 
kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-
kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak 
menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi 
nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.50 
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Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 232, yang artinya “Apabila 
kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu 
(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah 
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang 
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan 
hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak Mengetahui.”  
Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah 
adhal (enggan). Menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali 
untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-
laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta 
(kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling 
mencintai, maka penolakan demikian menurut syariat dilarang.51 
Kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanitaatau bakal 
calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya walinya yang 
berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), 
ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak 
kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang 
tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari 
bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana 
menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus 
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berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu 
sama lain. 
Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan 
lakilaki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur 
hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu 
dihindari. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 6 Ayat (2), 
dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2), Pihak calon mempelai perempuan 
berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan 
menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat 
bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan 
Agama tentang adhalnya wali. 
D. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 
(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan 
hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari 
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 
Agung.52 
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Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar 
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut 
benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 
hubungan hukum antara para pihak.53 
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 
tentang hal-hal sebagai berikut: 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara 
satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ 
tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.54 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu 
usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan 
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aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya 
suatu kepastian hukum.  
Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 
IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 
Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang 
bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 terutama dalam penjelasan Pasal 1 
ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia.55 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 18 menegaskan bahwa: kekuasan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah mahkamah konstitusi.56 
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Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
(impartial jugde) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak 
memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya 
hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 
dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang”.57 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 
tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yaitu: pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 
Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
                                                  
57 Ibid., hal. 95. 
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Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Hakim Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah Wali 
Adhal pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama 
Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut tertuang 
dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi 
Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pencatatan Nikah. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya 
merupakan kesepakatan mayoritas ulama. 
Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan bagi orang lain, 
baik secara umum maupun khusus, yaitu perwalian atas diri maupun harta. 
Sedangkan perwalian yang terkait dengan fokus kajian penulis adalah perwalian 
terhadap diri dalam pernikahan. Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus 
ada. Wali nikah merupakan suatu keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya 
wali adalah nikah tersebut dianggap tidak sah.  
Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan 
yang disebut dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. Kedudukan dan kewenangannya 
adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan peradilan lainnya. 
Mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung 
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar 
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memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya 
kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada 
masing-masing pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum dan 
kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus. 
Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal, yaitu 
undang-undang sebagai dasar bernegara. Begitu juga dengan lembaga pengadilan, 
undang-undang menjadi hal paling esensial dalam sistem peradilan karena menjadi 
hukum materiil yang akan dipakai landasan dalam memutuskan perkara.58 Sesuai 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.59 
Bidang perkawinan tercakup dalam undang-undang mengenai perkawinan 
yang berlaku yang dilakukan menurut syariah (Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan) salah satunya yaitu masalah penolakan perkawinan oleh 
pegawai pencatat nikah.60 Wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau 
halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling 
berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon 
mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh 
syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jika hal tersebut terjadi, maka 
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan 
                                                  
58 Aripin, Jaenal, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 
Kencana, 2008, hal. 125-126. 
59 Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 104-105. 
60 Ibid., hal. 146. 
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surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan 
calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. 
Wali adhal merupakan penolakan wali untuk menikahkan anak 
perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan 
perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk 
dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka 
penolakan demikian menurut syariat dilarang.61 Dari definisi tersebut, wali adhal 
mengandung minimal lima unsur, yaitu: 
1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. 
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar 
dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. 
3. Kafa’ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. 
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masingmasing 
calon mempelai. 
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syariat. 
Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat 
mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolak dimaksud. Penolakan 
perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak 
menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu diistilahkan dengan wali adhal, 
yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan 
                                                  
61 Al Zuhail, Wahbah, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid. 9, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, 
dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, hal. 343. 
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seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan 
pernikahan itu dilangsungkan.62 
Pemohon pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs dengan surat 
Permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Brebes Register Nomor 0124/Pdt.P/2019/ PA.Bbs 
mengemukakan hal-hal yang pada intinya bahwa hubungan antara Pemohon dengan 
calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, 
karena telah berlangsung selama 3 tahun. Orang tua Pemohon/keluarga Pemohon 
dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui 
hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut 
bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima ayah 
Pemohon, namun ayah Pemohon selalu mengulur-ulur waktu hari pernikahan tanpa 
alasan yang jelas. Apabila calon suami Pemohon/keluarga calon suami Pemohon 
menanyakan hal tersebut, hingga akhirnya Pemohon telah hamil lebih kurang 4 
bulan namun demikian ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon 
karena menurut ayah Pemohon bahwa calon suami Pemohon telah 
mempermalukan/membuat aib ayah Pemohon. 
Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk 
ayah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, 
akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya. Pemohon berpendapat bahwa 
penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak 
berorientasi pada kebahagiaan Pemohon sebagai anaknya, oleh karena itu Pemohon 
                                                  




tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami 
Pemohon. 
Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk 
Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam kedua peraturan tersebut, wali 
nikah terbagi atas dua, yaitu 1) wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok dalam 
urutan kedudukan (dari kerabat laki-laki), dan 2) wali hakim. Untuk menyelesaikan 
perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur 
pengajuan perkara yang lain, perkara wali adhal juga diawali dengan pengajuan 
perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian 
diproses dalam persidangan.  
Persidangan merupakan media atau tempat untuk merumuskan suatu 
permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang di dalamnya mutlak 
terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya. Persidangan 
itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat sebelumnya. 
Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama 
dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya 
adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk 
mengetahui keengganan dan alasannya. Pemeriksaan permohonan wali adhal, ada 
tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu: 
2. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan). 
3. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai 
laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah. 
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4. Apakah calon mempelai laki-laki kafa’ah (sederajat, seimbang) dengan 
Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya. 
Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas 
merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur 
tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat 
ditetapkan sebagai adhal.  
Pada kasus dalam penelitian ini permohonan Pemohon setelah didengar 
calon suami dan saksi-saksi Pemohon serta setelah diperiksa surat-surat bukti, maka 
telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Kasnawidengan 
Torisah, dimana keduanya masih hidup; 
2. Pemohon dan calon suaminya bernama XXXXXXXXX telah bertekat bulat dan 
bersepakat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, karena sudah saling cinta mencintai, 
berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga dan 
hubungan mereka berdua telah terjalin selama 3 tahun dan Pemohon sudah 
cukup cukup umur sedang calon suami jejaka; 
3. Pemohon saat ini sudah hamil 4 bulan;  
4. Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, 
ataupun rodlo’ atau denga kata lain tidak ada halangan/larangan untuk menikah, 
baik menurut syara' (agama) maupun peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 
5. Ayah kandung/wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXX menolak/ enggan 
menikahkan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas, sekalipun calon 
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suami Pemohon telah datang menghadap kepadanya untuk melamar, namun 
ditolak, hingga sampai pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana surat 
Penolakan Pernikahan; 
6. Alasan adhalnya wali Pemohon untuk mengawinkan Pemohon dengan calon 
suami Pemohon tersebut karena calon suami Pemohon mempermalukan/ 
membuat aib ayah Pemohon; 
7. Adanya kekhawatiran dari Pemohon jika tidak segera menikah dengan calon 
suami tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan menurut hukum syariah 
dan calon suami Pemohon tersebut menyatakan kesanggupannya pula untuk 
menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, 
melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon, lahir dan bathin menurut 
kemampuanya; 
8. Pemohon, sebagaimana tersurat dalam permohonanya, bahwa pernikahan akan 
dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kecamatan Brebes, 
Kabupaten Brebes; 
Atas dasar fakta-fakta tersebut, bahwa wali nikah Pemohon yang bernama 
XXXXXXXXX harus dinyatakan ‘Adhal’ dan oleh sebab itu pula alasan keberatan 
dari ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang berhak yang didasarkan pada 
kekhawatiran akibat tidak baik berdasarkan keyakinan/ adat sebagaimana tersebut 
diatas, terbukti sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh 
karenanya patut untuk dikesampingkan. Hal ini didasarkan alasan/bukti dan/atau 
fakta kejadian sebagaimana tersebut dan dengan mempertimbangkan pula maslahat 
dan madlorot-nya, sebagaimana dinyatakan dalam Qoidah Fiqhiyah yang artinya 
“Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik Maslahah”. 
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Alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup bukti berdasar atas 
hukum, sebagaimana dimaksud pada: 
1. Penjelasan Pasal 49 (2) angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. 
Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 
yaitu pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang 
perkawinan. Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini adalah 
penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
2. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu Wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal 
atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang 
wali tersebut. 
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, 
yaitu:  
a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau 
di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai 
Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau 
mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan 
dengan Wali Hakim.  
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b. Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini 
ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 
tinggal calon mempelai wanita.  
c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara 
singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali 
calon mempelai wanita. 
Mencermati uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut penulis 
sudah sepantasnya atau perlu hakim memutuskan mengabulkan permohonan 
Pemohon dan menyatakan Wali Nasab yang bernama XXXXXXXXX tersebut 
adalah wali adhal, serta mengijinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon 
suaminya yang bernama XXXXXXXXX dengan Wali Hakim yang berwenang 
menurut peraturan perundangan dan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di 
Wilayah Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Hal ini juga didasarkan pada 
doktrin fiqih tentang adhalnya wali dan perlunya menunjukan wali hakim yaitu 
“Adhalnya wali dapat berhasil dibuktikan apabila wanita baligh yang berakal 
meminta dikawinkan dengan laki-laki sepadan, ia menolak mengawinkan”. Jadi 
dasar hukum hakim menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah Wali Adhal 
pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs yaitu Penjelasan Pasal 49 (2) 
angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) 
angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam 




B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal pada Penetapan Nomor 
0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Mekanisme dalam persidangan berfungsi menjaga keteraturan setiap elemen 
yang ada di dalam sidang agar persidangan dapat berjalan dengan baik. Peraturan 
dalam persidangan diistilahkan dengan hukum acara. Hukum acara yang berlaku di 
Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan 
umum, kecuali tidak diatur khusus oleh undang-undang. 
Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama 
Islam. Berarti orang yang mengajukan perkara adalah orang-orang Islam. 
Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum 
acara perdata yang berlaku di lingkunagn peradilan umum. Sebagaimana dijelaskan 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 bahwa 
“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkunagan peradilan Agama 
adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang-undang 
ini”. 
Sesuai dengan prosedur perkara wali adhal di Pengadilan Agama Brebes, 
yaitu pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan. Dalam 
pengajuan permohan, pemohon mencantumkan uraian perkara dalam permohonan 
yang diajukan pemohon termasuk pula surat keterangan penolakan perkawinan yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 
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1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan 
tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak 
melangsungkan perkawinan. 
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan 
alasan-alasan penolakannya. 
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang 
mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan 
menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.63 
Pada kasus perkara Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs pegawai 
pencatat perkawinan menolak melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan 
calon suami Pemohon karena wali nikahnya adhal (enggan menikahkan Pemohon). 
Hal ini terlihat dari adanya surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor: B. 0848/Kua.11. 
29.03/PW.01/09/2019, tanggal 16 September 2019 yang menyatakan pada 
pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohon dengan Pemohon karena 
walinya adhal (enggan menikahkan Pemohon). 
Wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon 
dalam prses persidangan, untuk menguatkan perihal adhalnya wali, pemohon harus 
menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Menurut penulis hal ini sesuai 
                                                  
63 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal. 81-82. 
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dengan Pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat 
bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.64 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Brebes segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk 
diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara 
bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada hari 
persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang 
menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada 
keterangan/alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Wali 
Pemohon tanggal 19 September 2019 yang telah dipanggil secara resmi dan patut, 
kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengupayakan agar 
walinya berubah pandangan dan keyakinanya yang tidak sesuai dengan hukum 
agama dan hukum negara, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan 
dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh 
Pemohon. 
Salah satu alat bukti yang menguatkan perkara dalam persidangan salah 
satunya adalah saksi. Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali 
pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonnanya, maka 
Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan 
adhalnya wali dalam bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam 
perkara permohonan dan putusannya bersifat voluntair. Kemudian Majelis Hakim 
setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepada KUA 
                                                  




kecamatan selaku pegawai pencatat nikah, di mana pemohon tinggal untuk 
bertindak sebagai wali hakim. 
Atas dasar fakta-fakta yang terungkap pada kasus perkara Nomor 
0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs, bahwa wali nikah Pemohon dinyatakan Adhal dan oleh 
sebab itu pula alasan keberatan dari ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang 
berhak yang didasarkan pada kekhawatiran akibat tidak baik berdasarkan 
keyakinan/adat sebagaimana tersebut diatas, terbukti sama sekali tidak beralasan 
dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan. 
Alasan permohonan Pemohon cukup bukti serta berdasar atas hukum, sebagaimana 
dimaksud pada penjelasan Pasal 49 (2) angka 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 
1989 jis. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, 
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta Pasal 2 Peraturan Menteri 
Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim. Maka menurut penulis sudah 
benar hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan Menyatakan Wali Nasab 
Pemohon adalah wali Adhal dan mengijinkan kepada Pemohon untuk menikah 
dengan calon suaminya dengan Wali Hakim yang berwenang menurut peraturan 
perundangan dan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kecamatan 
Brebes, Kabupaten Brebes. 
Perkara wali adhal bersifat voluntair atau permohonan yang mana sejatinya 
tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian 
dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara. Sesuai dengan 
pemaparan perkara wali adhal yang telah dipaparkan di atas, bahwa pertimbangan 




a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal 
Maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara Penetapan 
Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs, pada pokoknya terkait dengan perkara di 
bidang Perkwinan, yaitu berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang wali 
adhal. Dasar pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan yaitu: Pertama, 
Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Brebes terbukti dari Fotokopi 
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala 
Dispenduk. Capil. Kabupaten Brebes, Nomor: 3329097105910001, tanggal 15 
Maret 2016, yang telah di-nezegelenpada Kantor Pos Brebes, maka perkara 
tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Brebes. 
Kedua, berdasarkan pemeriksaan didukung dengan bukti Fotokopi surat 
Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes 
Kabupaten Brebes Nomor: B.0848/Kua.11.29.03/PW.01/09/2019, tanggal 16 
September 2019 yang menyatakan pada pokoknya PPN tersebut menolak 
pernikahan Pemohon dengan Pemohon karena walinya adhal (enggan 
menikahkan Pemohon), surat tersebut telah di-nazagelen pada Kantor Pos 
Brebes, setelah diteliti dan dinyatakan sesuai dengan aslinya. Maka perkara 
tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, quod est, sesuai 
dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan (2) beserta penjelasanya pada 
angka 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf a beserta 
penjelasanya pada huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
Ketiga, hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Pada 
hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah 
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datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir 
tanpa ada keterangan/alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas 
panggilan Wali Pemohon tanggal 19 September 2019 yang telah dipanggil 
secara resmi dan patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar 
Pemohon mengupayakan agar walinya berubah pandangan dan keyakinanya 
yang tidak sesuai dengan hukum agama dan hukum negara, namun tidak 
berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan 
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
Analisis yuridis menyangkut fakta-fakta yang dibuktikan dalam 
persidangan, antara lain: 
Pertama, keterangan calon suami Pemohon bernama telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon suami Pemohon dan 
sebelumnya telah berhubungan erat dengan Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu, 
Pemohon tidak ada hubungan apapun yang menurut hukum menjadilan adanya 
larangan perkawinan dengan calon suami. Pemohon juga menyatakan telah siap 
menjadi suami Pemohon, baik secara finansial, fisik dan mental dan sudah 
pernah meminang Pemohon, akan tetapi wali Pemohon yaitu ayah kandung 
Pemohon menolak pinangannya. 
Kedua, untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah 
mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas 
nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk. Capil. Kabupaten Brebes, 
Nomor: 3329097105910001; Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor 
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Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor: B. 
0848/Kua.11.29.03/PW.01/09/2019, tanggal 16 September 2019 yang 
menyatakan pada pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohon dengan 
Pemohon karena walinya adhal (enggan menikahkan Pemohon); Fotokopi Buku 
Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Nomor 
Pw.01/0018/0004/V/1990 tanggal 02 Mei 1990; dan Fotokopi Kartu Keluarga 
Pemohon Nomor: 33290900505071311, tertanggal 26 Juni 2019 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Brebes.  
Ketiga, saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yaitu kakak dari calon 
suami Pemohon dan kakak kandung dari ayah Pemohon. Kedua saksi tersebut 
pada intinya menyatakan bahwa Pemohon akan menikah dengan calon 
suaminya yang sudah saling kenal selama 3 tahun, namun Wali nikah Pemohon 
tidak menyetujuinya karena calon suami Pemohon telah 
mempermalukan/membuat aib ayah Pemohon, status Pemohon perawan dan 
calon suami Pemohon adalah jejaka, tidak ada hubungan darah dan sepersusuan 
maupun tidak ada penghalang menurut undang-undang, dan calon suami 
Pemohon pernah melamar Pemohon, namun lamaranya ditolak oleh wali/ ayah 
kandung Pemohon dengan alasan tersebut. 
Berdasarkan analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan membuktikan bahwa 
Pemohon dan calon suami Pemohon adalah sama-sama berstatus tidak dalam 
ikatan pernikahan dengan orang lain dan wali nasab yang masih ada adalah ayah 
kandung Pemohon sendiri. Karena wali nasab garis lurus ke atas sudah tidak ada 
lagi dan wali tersebut yang melakukan keberatan atau enggan untuk menjadi 
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wali nikah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpah 
telah menerangkan sebagaimana tersebut di atas. Keterangan tersebut adalah 
mengenai segala hal tentang apa yang diketahuinya, dan saling bersesuaian 
mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon maka menurut ketentuan 
hukum pasal 172. HIR. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan 
dinilai sebagai bukti yang cukup dan syah menurut hukum. 
Berdasarkan hasil dari pemeriksaan di persidangan, atas permohonan 
Pemohon setelah didengar calon suami dan saksi-saksi Pemohon serta setelah 
diperiksa surat-surat bukti, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
1. Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Kasnawi dengan 
Torisah, dimana keduanya masih hidup. 
2. Pemohon dan calon suaminya bernama XXXXXXXXX telah bertekat bulat 
dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, karena sudah saling cinta mencintai, 
berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga 
dan hubungan mereka berdua telah terjalin selama 3 tahun dan Pemohon 
sudah cukup cukup umur sedang calon suami jejaka. 
3. Pemohon saat ini sudah hamil 4 bulan. 
4. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik 
nasab, ataupun rodlo’ atau denga kata lain tidak ada halangan/larangan untuk 
menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 
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5. Ayah kandung/ wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXX menolak/ 
enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas, 
sekalipun calon suami Pemohon telah datang menghadap kepadanya untuk 
melamar, namun ditolak, hingga sampai pada pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana surat Penolakan Pernikahan. 
6. Alasan adhalnya wali Pemohon untuk mengawinkan Pemohon dengan calon 
suami Pemohon tersebut karena calon suami Pemohon mempermalukan/ 
membuat aib ayah Pemohon. 
7. Adanya kekhawatiran dari Pemohon jika tidak segera menikah dengan calon 
suami tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan menurut hukum 
syariah dan calon suami Pemohon tersebut menyatakan kesanggupannya 
pula untuk menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh 
tanggung jawab, melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon, 
lahir dan bathin menurut kemampuanya. 
8. Pemohon, sebagaimana tersurat dalam permohonanya, bahwa pernikahan 
akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kecamatan Brebes, 
Kabupaten Brebes. 
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara 
satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ 
tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 
Berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa wali nikah Pemohon 
dinyatakan Adhal dan oleh sebab itu pula alasan keberatan dari ayah kandung 
Pemohon sebagai wali nikah yang berhak yang didasarkan pada kekhawatiran 
akibat tidak baik berdasarkan keyakinan/ adat sebagaimana tersebut diatas, 
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terbukti sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh 
karenanya patut untuk dikesampingkan. 
Alasan/bukti dan/atau fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas dan 
dengan mempertimbangkan pula maslahat dan madlorot-nya, sebagaimana 
dinyatakan dalam Qoidah Fiqhiyah yang artinya “Mencegah kerusakan itu harus 
didahulukan dari pada menarik Maslahah”. Maka alasan permohonan Pemohon 
harus dinyatakan telah terbukti dan cukup bukti serta berdasar atas hukum, 
sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 49 (2) angka 5 Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1989 jis. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta 
pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim. 
Maka menurut penulis keputusan hakim sudah benar dan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang memutuskan mengabulkan 
permohonan Pemohon dan Menyatakan wali Nasab Pemohon adalah wali 
Adhal, serta mengijinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon 
suaminya dengan Wali Hakim yang berwenang menurut peraturan perundangan 
dan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kecamatan Brebes, 
Kabupaten Brebes. 
Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara 
Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs dapat dibenarkan. Adapun 
pertimbangan hakim sudah sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 
2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam 
memberikan putusan juga tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang 
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hidup dalam masyarakat, tapi juga bercermin atau mempertimbangkan pada 
pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin), yaitu doktrin fiqih yang diambil 
menjadi pertimbanganya sendiri tentang adhalnya wali dan perlunya 
menunjukan wali hakim: “Adhalnya wali dapat berhasil dibuktikan apabila 
wanita baligh yang berakal meminta dikawinkan dengan laki-laki sepadan, ia 
menolak mengawinkan” dan juga pendapat dalam kitab I’anatuth Tholibin juz 
III halaman 319 yang artinya: “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau 











A. Simpulan  
Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dasar hukum hakim menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah Wali 
Adhal pada Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs yaitu Penjelasan Pasal 
49 (2) angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Penjelasan Pasal 49 
huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 23 Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 
Tahun 1987 tentang Wali Hakim. 
2. Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Penetapan Nomor 
0124/Pdt.P/2019/PA.Bbs sudah sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 
tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Putusan Hakim juga 
juga bercermin atau mempertimbangkan pada pendapat para ahli hukum 
terkenal (doktrin), yaitu doktrin fiqih yang diambil menjadi pertimbanganya 
sendiri tentang adhalnya wali dan perlunya menunjukan wali hakim: “Adhalnya 
wali dapat berhasil dibuktikan apabila wanita baligh yang berakal meminta 
dikawinkan dengan laki-laki sepadan, ia menolak mengawinkan” dan juga 
pendapat dalam kitab I’anatuth Tholibin juz III halaman 319 yang artinya: “Bila 




B. Saran  
1. Bagi pasangan yang akan menikah sebelum melangsungkan perkawinan 
hendaknya dilakukan proses pengenalan keluarga yakni dari pihak laki-laki dan 
pihak perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal lebih jauh pribadi 
dan asal usul masing-masing keluarga agar tidak terjadi kesalah pahaman. 
2. Bagi para orang tua, untuk tidak khawatir menikahkan anaknya walaupun dia 
belum berpenghasilan tetap, diharapkan para orang tua jangan menjadi 
penghalang anak untuk menikah, jika memang anaknya sudah sangat ingin 
menikah dan takut terjatuh dalam perbuatan dosa, terlebih lagi dengan alasan-
alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan hendaknya Hubungan antar 
keluarga dijaga keharmonisannya, terutama hubungan antara orang tua dan 
anak. Alangkah baiknya bila tidak ada yang memaksakan egonya masing-
masing. 
3. Bagi para pihak-pihak terkait seperti para pejabat Kantor Urusan Agama dan 
Praktisi-Praktisi Hukum Islam khususnya agar mensosialisasikan kepada 
masyarakat masalah wali adhal melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah di 
majelis ta’lim, khutbah jum’at dan lain-lain.  
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